
BUPATI PESISIR SEIATAN

PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN

NOMOR : 140/?符/Kpts/BPT-PS/2021

TENTANG

PENGESAHAN WALI NAGARI KOTO BBRAPAK KBCAMATAN BAYANG
PERIODB 202 1 SAMPAI DENGAN 2027

BUPAT重PESISIR SELATAN,

Menimbang　: a. bahwa sesual dengan ketentuan Pasa1 99 ayat (4) Peraturan

Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor　2　Tahun　2016

tentang Nagari, dinyatal【an bahwa Bupati mengesaLhkan calon

Wali Nagari terpilih mer可adi Wali Nagari paling lama 3O (tiga

puluh) hari s匂ak tanggal diterimanya penyampaian hasil

Pem址han dari Badan Permueyawaratan Nagari;

/〈　　　　　　　　b. bahwa berdasarkan Keputusan Badan Pemusyawaratan Nagari

Koto Berapak Nomor 5 Tahun 2O21 tentang Penetapan Wali

NagaLri Terpilih, periu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

c. bahwa berdasarkan pertimban範n sebagainana dimaksud pada

huruf a dan huruf b, Periu menetapkan Keputusan Bupati

tentang pengesahan Wali∴Nagari Koto Berapak Kecamatan

Bayang Pehode 2021 Sampai Dengan 2027;

Mengingat　: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukm

Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi

Sumatera Tengah (Lembaran Negara RepublH{ Indonesia Tahun

1956 Nomor 25) Jo Undang-Undang Darurat Nomor 2 1 Tahun

1957 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 12 Ta.hun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom

Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Ptopinsi Sumatera

Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957

Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor　58鴫hun 1958 tentang

Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957

tentang pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956

tentang pembentukan Daerah Swatantra Tingぬt II dalam

Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah

Sebagai Undang-UndanglLembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1958 Nomor lO8, Tambahan I禽mbaran Negara Republik

Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembanm

Negara Repubuk lndonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor　5495〉

sebagalmana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor l l

Tahun 2020 tentang Cipta Ke寄a (I.embaran Negara Republik

Indonesia Tahun　2020　Nomor　245, Tambahan Lembaran

Negara Republik lndonesia Nomor 6573) ;



園
3. Undang-Und紬g Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daera.h pembaran Negara Repub腿Indonesia Tahun 2014

Nomor 244, Tambchan IJembaran NegEm Republik mdonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir :

dengan Undang-Und狐g Nomor l l Tahun 2020 tentang Cipta

Ke直uJembaran∴Negara Republik lndonesia Tahun 2020

Nomor 245, Tambchan Lembaran Negara Repub腿Indonesia

Nomor 6573) ;

4. Peraturan Peme血tah Nomor　43　Tahun　2014　tentang

peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2O14

terltang Desa pe劃foaran Neg坤Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 123, Tambahan Le皿baran∴Nega皿Republik

Indonesia Nomor 5539), Sebaga血ana telah beberapa kali

diubch teral血ir denga皿Peraturan Peme血tah Nomor l l Tahun

2O19 tentang Pembchan Kedua Atas Peratum Pemerintah
Nomor 43　Tahun 2014　tentang Peraturan Pelak組naan.

undang-Undang Nomor 6 Tahun 20 1 4 tentang Desa uembaran

Negara Repub此Indonesia Tahun 2O19 Nomor 41 , Tamb血an

Lembaran Negara Repubnk lndonesia Nomor 632 1) ;

5. Peraturan Mente五Dalam Negeri Nomor 80 Tchun 2O15 tentang

pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagalmana telch

diubah dengan F怯aturan Menteri Dalan Negeri Nomor 120

Tahun 20 18 teritang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 8O Tg血un 2015 tentang Pembentukan Produk

Hukum Daer.ah;

6. Peraturm Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 teritang
peng狐gkatan dan Pembe血entian Kepala Desa, Sebagaimana

telah diubch dengan Peraturan Menteri Dalan Negeri Nomor 66
T血un 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam

Negeri∴Nomor 82 T血un 2015 tentang Pengangkatan dan

Pembe血entian Kepala Desa;

7. Peraturan Daerah Ptovinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun

20 1 8 tentang Nagari;

8. Peraturan Daerah Kal}uPaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun

20 16 tentang Nagari;

9. Peraturan Daerah Kabu坤en Pesisir Selatan Nomor l Tahun

2O2 1 tentamg Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tallun

Anggaran 202 1 ;

10. Feraturan Bupati Pesisir Selalran Nomor 21 T{血un 2016

tentang pedoman Te血is P。ak強naan Pemiman Wali Nagari

sebagalmana telah diulbz血dengan Peraturan Bu画Pesisir

selatan∴Nomor 4 Tchun 2018 tentang Perubchan Atas

peraturan Bupa。 Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pedoman

叱knis Pelaksanaan Pem鎚han Wali Na鉾ri;

1 1. Pera巾an Bupati Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2O21 tentang

peI軸aran Anggaran Pendapatan dan Belarria Daerah Tahun

Anggaran 202 1 ;



MEMUTUSKAN :

齢的∴ :葦諒誌。嘉猟l詣葦藍w嘉ag筈諾
Berapak Kecamatan Bayang dan menguCapk劃terima kasih atas

tugas-tugaS dan t劃ggung jawab serta Pengabdian yang telah

dilaksanakan dengan balk.

KBDUA :諾慧a塁gar:灘惹灘葦
2027, dengan ma組tugas 6 (enam) tahun terhitung sej‘ck tanggal

邸GA :器。葦nK譜笥霊誌霊罵霊害意豊
Kewajiban Wali Nagari sebagai皿ana diatur daham Peraturan Daerah

Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 20 16 tentang Nagin

KEEM珊:器護諸富峯罷業言霊器監護
sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerinta血an Nagari yang

ditetapkan dalan Anggaran Pendapat弧dan Belarria Pemerintahan

Nagari Koto Berapak Kecamatan Bayang・

: Keputusan ini mulal ber趣u pada tanggal ditetapkan.

ni紐Dk瞳n di Painan


